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Pendahuluan
Seiring perkembangan teknologi begitu banyak permasalahan yang timbul termasuk dalam hal pencemaran

lingkungan. Salah satu Penyebab terjadinya Pencemaran lingkungan karena adanya sampah elektronik (E-Waste).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada bagian lampiran
menjelaskan bahwa kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 ini juga terdapat pada peralatan elektronik.
Jika limbah elektronik tidak melalui proses pengolahan limbah, bukan hanya lingkungan saja yang tercemar, melainkan
makhluk hidup juga akan merasakan dampaknya. Sampah elektronik dapat digolongkan dalam B3, Kandungan logam berat
yang banyak ditemukan di dalam limbah elektronik yaitu arsenik, berilium, kadmium, timbal dan merkuri. Kandungan
tersebut dapat merusak ekosistem dan berdampak pada kesehatan. Contohnya, kandungan merkuri dapat merusak sistem
otak dan kecacatan bawaan pada manusia.

Pemerintah juga berupaya melibatkan peran para produsen dan distributor produk elektronik untuk ikut mengelola
kembali sampah produk mereka. Skema take back berupa penarikan atau penerimaan kembali produkbekas oleh produsen
atau distributor, baik itu ponsel, komputer, televisi, dan lainnya, untuk nantinya dikelola oleh mereka secara bertanggung
jawab. Sayangnya, upaya dalam pengelolaan kembali limbah tersebut, sering tidak memperhatikan tata kelola lingkungan
sehingga terjadi pencemaran yang tidak terkendali. Nyatanya baru sekitar 17,4% yang berhasil dikelola dengan baik. Sisa
lainnya masih tersimpan dirumah atau masuk ke tempat pembuangan sampah dan bercampur dengan jenis sampah lainnya.
Pengelolaan limbah B3 membutuhkan peralatan yang canggih sehingga mengeluarkan dana yang cukup besar.
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Akan tetapi, masih terdapat oknum yang memperdagangkan limbah elektronik secara ilegal meskipun terdapat 
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahaya yang timbul sebagai akibat perdagangan danlimbah sampah 
elektronik ini berdampak bagi masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan penanganan dan 
pendaurulangan yang tidak tepat di negara importir dan akhirnya menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini sering
muncul dikarenakan adanya penyelundupan dan perdagangan yang terselubung terhadap sampah elektronik baik melalui 
tempat-tempat tertentu di negara importir yang tidak terdeteksi aparat keamanan atau dengan cara mencari celah-celah
peraturan yang berkaitan dengan sampah elektronik baik di negara eksportir maupun importir Akan tetapi, masih terdapat 
oknum yang memperdagangkan limbah elektronik secara ilegal meskipunterdapat peraturan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Bahaya yang timbul sebagai akibat perdagangan danlimbah sampah elektronik ini berdampak bagi masalah 
kesehatan dan pencemaran lingkungan yang disebabkanpenanganan dan pendaurulangan yang tidak tepat di negara 
importir dan akhirnya menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini sering muncul dikarenakan adanya penyelundupan
dan perdagangan yang terselubung terhadap sampah elektronik baik melalui tempat-tempat tertentu di negara importir 
yang tidak terdeteksi aparat keamanan atau dengan cara mencari celah-celah peraturan yang berkaitan dengan sampah
elektronik baik di negara eksportir maupun importir.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

• Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah

elektronik di Sidoarjo ?
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Penelitian terdahulu

• Penelitian yang ditulis oleh Henry (2021) yang dimuat dalam jurnal hukum UNESA dengan judul Penegakan Hukum
Administrasi Bagi Penghasil Limbah Elektronik Yang Melanggar Ketentuan Terkait Kewajiban Melaksanakan Pengelolaan
Limbah Elektronik (E-Waste) Di Kota Surabaya. 

• Ria (2020) dengan judul Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup

• Dyah Safira (2019) yang berjudul Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah (Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019 

• Penelitian Ignatius dan Yulinah (2017) dengan judul Kajian Pengelolaan Limbah Elektronik di Unit Pendidikan ITS. 

• Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah meskipun pemerintah telah memberikan aturan ataupun
hukum terkait limbah elektronik masih banyak yang hanya terfokuskan pada cara pengelolaan limbah elektronik yang benar. 
Sedikit penelitian yang memfokuskan seperti apa sanksi dari pelanggaran yang dilakukan dan sejauh mana penegakan hukum
yang diterapkan. Yang bahkan hingga saat ini belum diketahui aturan terkait limbah elektronik berjalan secara optimal atau
belum. Bahkan dalam jurnal-jurnal terkait penelitian ini, masalah pengendalian perdagangan
sampah elektronik belum menemui titik terang penyelesaian hingga saat ini. Dan para pelaku perdagangan tersebut semakin
bebas untuk menjual belikan sampah elektronik yang sudah dipastikan cukup berbahaya bagi lingkungan
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Metode
• Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris (field research).

• Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan

bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan, sehingga maknanya bahwa level

perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Regulasi pengelolaan sampah elektronik di Indonesia saat ini tertuang dalam UU

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP Nomor 1011 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun, PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Sspesifik, serta PP nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hiduup. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengenai barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor yang

didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi menggunakan model interaktif Miles dan Huberman di lapangan

• Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku,jurnal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana

lingkungan terkait pencemaran lingkungan hidup akibat sampah elektronik. data sekunder berupa peraturan perundang-

undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana lingkungan terkait pencemaran lingkungan hidup

akibat sampah elektronik.

• Teknik Analisa bahan hukum yang digunakan adalah deduktif.

https://sipsn.menlhk.go.id/download/ewaste2021/Bahan_Pengelolaan_Sampah_Elektronik_PP27_2020_DirPS_KLHK.pdf
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PEMBAHASAN

Dalam melakukan penanganan sampah elektronik haruslah memerlukan kebijakan dan peraturan pengelolaan 

sampah elektronik secara spesifik agar dapat terkelola dengan baik. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku 
pencemaran lingkungan hidup sangat diperlukan karena tujuannya yaitu untuk menyelamatkan masyarakat itu sendiri dan 
lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh para pelaku pencemaran lingkungan.Sanksi dapat
diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup termasuk kaitannya pencemaran limbah elektronik dimana sanksi yang diberikan secara bertahap
seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang antaralain :

• Sanksi administrative berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, 
dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

• Apabila pencemaran yang dilakukan mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan
dan/atau Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda paling 
sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah.
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Pengolah limbah B3 dalam penjelasannya terdapat pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yang menyatakan bahwa “Pengolah Limbah B3 adalah 
badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3”. Jadi Pengolah limbah B3 (limbah elektronik) yang 
dimaksud dalam hal ini yakni pihak ketiga yang diberikan wewenang serta mendapat izin dari pemerintah baik izin 
lingkungan maupun izin operasional untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) yang 
dimana limbah tersebut berasal dari penghasil limbah B3 baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang 
karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 (limbah elektronik), yang tidak mampu melakukan kegiatan 
pengelolaan limbahnya sendiri. Tentunya dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut bertujuan untuk
mengatur pengelolaan limbah B3 di Indonesia termasuk di Kabupaten Sidoarjo ini. Limbah elektronik sendiri termasuk
kategori limbah B3 apabila dihasilkan oleh pelaku usaha yang memiliki izinberusaha. Sedangkan bila limbah elektronik
tersebut dihasilkan oleh selain pelaku usaha contohnya seperti limbah elektronik yang dihasilkan dari rumah tangga maka
termasuk dalam kategori sampah spesifik dimana pengelolaannya diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Penegakanhukum lingkungan sangat berkaitan dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-
peraturan yang berlaku. Aparatur dalam hukum lingkungan itu umumnya terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat hukum, Instansi
Kementrian Lingkungan hidup, Instansi pemerintahan daerah, serta pihak-pihak memiliki keterkaitan di bidang lingkungan hidup. 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo merupakan Lembaga yang memiliki tugas, pokok dan fungsi dalam
melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkungan, penanggulangan dampak dan pemulihan lingkungan. Tugas pokok Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihanatau DLHK tersebut merupakan pilar dalam mewujudkan Pembangunan kota. Serta DLHK memiliki
wewenang dalam pengelolaan limbah termasukl imbah elektronik.
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Penegakanhukum lingkungan sangat berkaitan dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap 
peraturan-peraturan yang berlaku. Aparatur dalam hukum lingkungan itu umumnya terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, 
Penasehat hukum, Instansi Kementrian Lingkungan hidup, Instansi pemerintahan daerah, serta pihak-pihak memiliki
keterkaitan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo merupakan
Lembaga yang memiliki tugas, pokok dan fungsi dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkungan, 
penanggulangan dampak dan pemulihan lingkungan. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihanatau DLHK 
tersebut merupakan pilar dalam mewujudkan Pembangunan kota. Serta DLHK memiliki wewenang dalam pengelolaan
limbah termasukl imbah elektronik.

Kabupaten Sidoarjo hanya memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten
untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pengumpulan sampah elektronik. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada
yang mengajukan usaha pengumpulan limbah meskipun sosialisasi telah dilakukan. Sedangkan untuk kegiatan
penyimpanan limbah B3 memerlukan izin dari TPS terkait. Dan izin tersebut terintegrasi ke Persetujuan Lingkungan
Hidup. Untuk memfasilitasi pelaku usaha, DLHK menerbitkan arahan rincian teknis penyimpanan limbah B3.

Sosialisasi bagi pelaku usaha dilakukan dengan harapan bahwa setiap penghasil paham dan mengerti bagaimana cara
menyimpan limbah elektronik yang dihasilkan pada usaha atau kegiatan masing-masing serta dapat bekerjasama dengan
pihak ketiga untuk mengelolakan limbah yang dihasilkannya serta mewajibkan setiap pelaku usaha termasuk pengembang
perumahan untukmemiliki TPS dan melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Sosialisasi dan bimbingan
teknis terkait pengelolaan limbah elektronik kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sidoarjo secara rutin 1 (satu) 
sampai 2(dua) kali dalam setahun. Hingga saat ini, hanya dilakukan sosialisasit anpa ada pelatihan dari pihak DLHK 
terkait pengelolaan limbah elektronik tersebut. Sejauh ini belum ada upaya khusus dari DLHK selain sosialisasi.
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Masyarakat di Sidoarjo kurang sadar akan pentingnya bahaya atau dampak dari limbah elektronik. 
Bahkan beberapa dari mereka membuang sampah elektronik di tepi atau pinggiran tembok sungai. Padahal air 
adalah sumber utama kehidupan, jika limbah menumpuk dan mencemari air maka Masyarakat tidakdapat
menggunakan air dengan aman kembali. Selain itu, terdapat penghasil limbah elektronik baik dari perusahaan
atau industri maupun kegiatan usaha yang melanggar dan telah dikenai sanksi administrasi namun pelanggar 
tersebut tidak segera memenuhi dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan terhadap sanksi administrasi yang 
diberikan.  Bahkan tidak jarang kegiatan usaha tersebut yang belum memiliki izin penyimpanan sementara. 
Seperti yang diketahui bahwa sebelum melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara, penghasil limbah B3 
(limbah elektronik) diwajibkan memiliki izin terlebih dahulu, izin ini berupa izin lingkungan dan harus 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dan melampirkan persyaratan izin. Dalam hal 
ini kurangnya tingkat ketaatan terhadap hukum atau ketentuan yang telah ditetapkan tersebut menjadi sebab 
masih sering terjadi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh penghasil limbah elektronik baik dari perusahaan 
atau industri maupun kegiatan usaha.Apalagi Masyarakat cenderung memiliki pikiran jika peraturan baik
tertulis ataupun tidak merupakan hanya gertakan dari pemerintah sehingga mereka tidak merasa takut ataupun
jera. 

Untuk dapat mengatasi persoalan sampah, erat kaitannya dengan kesiapan mental dan kebiasaan
lingkungan yang dilakukan. Maka untuk dapat membentuk kebiasaan yang harus dikelola itu bukan dimulai
dari sampahnya, tapi bagaimana caranya membentuk dan mengelola orang atau manusianya, sebagai
produsen sampah.Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi pemerintah dalam hal penguatan penegakan hukum
atau sanksi tegas dalam regulasi pengelolaan sampah, untuk dapat mencegah masyarakat membuang
sampahnya sembarangan. Sekaligus memaksa masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan sampah
menjadi kebiasaan baru.
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KESIMPULAN
Sejauh ini pihak Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKabupaten Sidoarjo telah melakukan penegakan hukum

terkait limbah elektronik. Akan tetapi, penegakan hukum administrasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Sidoarjo ini masih belum berjalan dengan optimal. DLHK Kabupaten Sidoarjo hanya memiliki
kewenangan untuk menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten untuk pelaku usaha yang bergerak di
bidang jasa pengumpulan sampah elektronik. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi terkait pengelolaan limbah elektronik, 
saat ini belum ada pihak ketiga seperti pemilik industri limbah B3 yang mendaftarkan izin atau mengajukan usahanya
dalam hal pengumpulan limbah meskipun sosialisasi telah dilakukan. Serta kendala yang dihadapi pihak DLHK yaitu
sarana dan prasana yang tidak memadai dan anggaran yang sangat terbatas meskipun telah memiliki sumber daya
manusia yang mumpuni. Meskipunsudahadaperaturan yang dibuatpemerintahmengenaipembuangansampahelektronik, 
Masyarakat selaku penegak hukum cenderung acuh yaitu kurangnya tingkat ketaatan untuk mematuhi ketentuan terkait 
kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik. Mereka tidak takut dengan sanki yang diberikan dan memilih
untuk tidak membayar denda atau melakukan sanksi yang diberikan.
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